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ABSTRARK

Dari sidang [CPO (International Criminal Police Organization) ke-66 di
India, Indonesia termasuk negara dalam dafiar tertinggi menjadi sasaran peredaran
narkotika, nanun pada saas sekarang ini Indonesia vang semula menjad: nepara transit
atau pemasaran sudah meningkat menjadi salab satu negara produsen narkotika. Meliha
kenvataan lersebut mendorong pemerintah untuk membenuk sualu peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan narkotika, namun perundang-undangan tersebut tidak
cukup mampe untuk memberantas penvalahgunasn narketika harus ada sust institus
yang menjalankannya salah satunya adalah institusi kepolisian dengan melaksanakan asas
diskresi vang dimiliki. Permasalahan yvang dibahas adalah bagaimana bentuk pelaksanazan
hebijakan diskresi dalam memberantas penvalahgunaan narkotika, bagaimana bentuk
pengawasan pelaksanaan asas diskresi dikaitkan dengan kede etik kepolisian dan aps
kendala  yang dihadapi dalam  pelaksanaan  asas  diskresi  dalam  memberantas
penyalahgunasn narkotika, Penelitian ini menggunakan metode ywidis sosiclogis vaity
pendekatan masalzh dengan melihat norma-norma hukum keredian dihubungkan denpan
fakta-fakea di lapangan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan asas
diskresi ini ada diskresi yang berdasarkan tindakan hukum, vaitw diskresi vang dilakukan
untuk mengisi kekosongan hukum vang tidak dilarang oleh hukum untuk dilaksanskan dan
diskresi vang disalahgunakan yang bermetif koruplif. Adapun pengawasan yang dapat
dilakukan dalam pelaksanaan diskresi ini adalah dengan adanyva instrumen kode ek
kepolisian yang berada dalam tubuh kepelisian, penjatuhan sanksi terhadap penyvidik vang
menyalahgunakan wewenang dilakukan oleh atasan vang berhak menghukum  atas
pertimbangan dari Propam P3D. Kendala yang dibadapi dalam pelaksanaan asas diskresi
dalam memberantas penyalabgunaan parkotika adalah  kurangnya pemahaman dan
pengalaman penyidik pelri tentang ami diskresi, tidak adanya pandangan vang sama antar
penvidik tentang diskresi ini, dan belum adanya peraturan vang vang menjelaskan diskresi
ini Adapun saran wvang dapat dikemukakan adalah Penvidik polri harus memiliki
pengstabuan dan pengalaman yang cukup dalam pelaksanaan diskresi ini, memiliki
pandangan vang sama tentang pelaksansan diskresi dan juga penvidik polri harus memiliki
iktikad balk untuk memberantas penyalahgunasn narkotika dan perlu dindukan revisi
terhadap temtang undang-undang kepolisian yang mengatur diskresi ini
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BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Helakang

Peredaran narkotika dan obat-cbatan berbahayva atau narkoba dalam beberapa
tahun terakhir ini mengalami perkembangan vang sangat pesat dan melyas, peradarannya
sampai ke kota dan ke desa serta dikonsumsi oleh arang dewasa, remaja dan anak-anak,
sementara. pemberantasannya pun sangat sulit karena jaringan vang sangat luas dan
tersusun rapl, Bahkan saar sckerang ini Negara Indonesia yang semula menjadi negars
transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkal menjadi salah satu negara eksportir
atau nepara produsen nackotika.'

Pada awalnya, ditemukannya zat marketika ini bertujuen untuk kepentingan
umat manusia. khususnya di bidang pengobatan, pelavanan keschatan dan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, pengzunaan narkotika untuk penpobatan penyakil
hanya berdasarkan resep dokier,” namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan
yang sangat merugikan apahila digunakan tanpa adanva pengendalian dan pengawasan
vang ketat dan seksama dari ahli.” Penyalahgunsan narkotika dapat berakibat fatal serta
menyebabkan vang bersangkutan menjadi bergantung pada narkotika iw dengan segala
cara tanpa mengindahkan norma-nomma social, agama dan hokum' sehingza dapar

merugikan baik bagi perorangan maupum bagi masyarakal, memerangi penvalahgunaan
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bukan memerangi nerkotika tersebut” Dengan melihal kenyvatasn tersebut mendorong
pemerintal Indonesia mengeluarkan Undang-undang Momor 22 Tahun 1997 Tentang
Markoriksa

Dari sidang umum |CPO (International Criminal Palice Orpanization) ke-66
tahun 1997 di India vang ditkuti oleh seluruh snpeota vang herjumlah 177 negara dari
benua Amerika. Asia, Eropa, Afrika dan Ausiralia, Indonesia termasuk dalam dafiar
lertinggi negara-negara yang menjadi sasavan peredaran obat-obatzn terlarang narkotika.
vang disejajarkan amarz lain dengan Jepang, Thailand, Malayvsia, Filiphina  dan
Hengkong”

saat ini tindak pidana narkotika telah menjadi perhatian masvarakar dunia
internasional, karema bukan hanva Negara [ndoncsia saja vane menjadi sasaran
peredarannya, Negara-negars di dunia lainva mengalami hal yang sama, schingza tindak
pidana narketika ini tergolong pada kejahatan internasional’ Kejahatan internasional
membuktikan adanva peningkatan kvantitas dan kualites kejahatan ke arsh Orarisasi
kejahatan transnasional ® melewati batas-batas negara dan menunjukan kerjasama yang
bersifat regional maupun internasional.

Peraluran  perundang-undangan tentang narkotika pada awalnva terdapat
dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, vang kemudian disempurnzkan lagi dengan
Undang-undang Momor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, vang disetapkan pada tanggal

| September 1997, Lembaran Megars RI Nomor. 67, Tambahan Lembaran Negara R
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‘kejahatan Internasional adalal tindak pidona yang menimbuikan akibi vime sangal luas
enpa mengenal batas-batas negara. fegasnyva, akibatnys, baik langsung macpun tidak langsung, dirsakon
sangar membahayakan cleh selurub atau sebagian wisat oranusia di dunia ini. Lihal Shine Agusting, 2006,
Hickpar Pédane Infernasional dolam Teorl dan Prafies. Padag: Andolos Uiniversicy Press. Ilin 55

"Kefabatzn Transnasicnal vait tindak pidana yvang tedadi di delam sy wilavnh negarn
stiept akibal vang ditimbulkan di negara atau negara-negar lin, S50
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BAB IV

PENUTUP

AL Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penclitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

sehagai berikut @

Bentuk-bentuk.  pelaksanaan  kebijakan  diskresi  dalam memberantas
penyvalzhgunaan narketika dapat dibagi, vaitu periama diskrest sebagal tindakan
hukum artinya pelaksanaan diskresi berdasarkan tindakan hukum digunzkan
untuk mengisi kekosongan bukum dan untuk menjalankan undang-undang dan
diskresi imi dibolehkan cleh hukum. Adopun beberapa contoh pelaksanaan
diskrest berdasarkan tndakan hukum ini adalah menanghkap pengedar dengan cara
menvamar menjadi mcmhcl.i. mefakukan penanghkapan di dalam ramah aau
tempat ertutup tanpa seizin pemilik rumah atau 1zin ketus pengadilan, menambak
lersangka  untuk  melumpubkan  serta melindungl warga dan dire petugas,
mengeluarkan  kebijekan tidak adanya ditanggubkan  penzhanznnya dengan
jaminan arang atau uang, tidak melakukan penangkapan terhadap pesgguna
narkolika untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika, melibatkean dokler
forensik dalam operasi penangkapan orang-orang vang diduega sebagal pengguna’
pelaku tindak pidang narkotika, menetaphan teknik pemborgolan dan membawa
tabanan. Avdwg adalah  penyalabgunzan wewenang  diskresi yang  bermosif
koruptif, ini adalah sisi negatif dari pelaksanaan diskresi. penyvimpangan diskresi

ini dapat terjadi di setiap proses, mulai dari penvidikan sampa: penverahan berkas
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perkera ke jaksa penuntut umom, schagai contoh pelanggaran hukum yang

dilekukan merupakan bagian atau terkait denpan jabatan resmi,

kendala-kendala vang dihadapi oleh penvidik Polei dalam pelaksanaan diskresi

dalam memberantas penyalahgunaan narkotika adakh -

i,

il

Kurangnya pengetahuan penyidik polri dalam memahami diskresi. Hal ini
dapat terjadi karena kurangnyva pernbekalan ilinu mengenal kepolisian dalan
menyelesaikan tindak pidana penyalahgunzan narkotika,

Fourangnva pengalaman dari anggota penvidik dalam menyelesaikan kasus
penyalahgunasn narkotika, pemindahan atau mutas: angeota penvidik dari
satuan saty ke satuan lainnya dalam kurun wakin vang singkar.

Helum ada kesamaan pemahaman, pandangan mengenai pelaksunaan diskresi
dalam memberantas penyalahgunaan narkotika diantaca para penyidik.

Belum ada penpgaturan yang jelas mengenai pelaksanazn diskresi Khususnya
dalam kasus penvalahgunaan narketika, sehingua penyidik masil mleU-ragt

untuk menerapkan diskrest ini.

3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan

narkotika oleh pihak Kepolisian melalui Kode Eiik Kepalisiae

salah  sate heniuk  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan  diskeesi dalam

memberantas penyalshpunzan narketika adaish melalui kede etk kepolisian,

hode ek kepolisian adalah salah satw instrument dalam pengawasan tindakan

angpota polisi di dalam dan diluar jaen dings khususnva dalam memberanias

penyalahgunasn narkotika. Pelaksansan pengawasan ini dilakukan aleh Unit

Propam P30 vang herada di dalam institusi kepolisian.
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IL Peraturan Perondang-undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Undang-undang Momor 8 Tahun 1981 Tentang Hukwn Acova Pldara disebut jupa dengan
ELUHAR



